
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMOJOSARI

NOMOR: 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS

BANTUAN HUKUM DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO

KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KALIMOJOSARI КЕСAМАTAN DORO

KABUPATEN PEKALONGAN

:1.

a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat
akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi
masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya
pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di

Kelurahan/Desa;

b.

c.

bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk
memberikan layanan bantuan hukum dan informasi

hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya
Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan
Keputusan Kepala Desa Kalimojosari tentang
Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos

Bantuan Hukum Desa Kalimojosari Kecamatan Doro

Kabupaten Pekalongan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
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